QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2020

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh, yang menyebutkan selain mempunyai kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan
bupati/walikota mempunyai kewajiban untuk
memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota kepada
Pemerintah, memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada DPRA/DPRK, dan
menginformasikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/kota
kepada masyarakat.

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, yang menyebutkan Kepala Daerah
menyampaikan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)

bulan setelah tahun anggaran berakhir.

c. bahwa...



Mengingat :

1.

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

v Undang—.[" :

Indonesia Nomor 4400);



T

10.

11,

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4683);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

13. Undang-.|* ~



13.

15.

16.

Y7

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);

18. Peraturan..

.



18.

19.

20.

21.

a2.

23.

24,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

25. Peraturan./.



25.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie
Jaya Tahun 2008 Nomor 4);

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie
Jaya Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie
Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020

Nomor 5);

32. Peraturan..



32.

33.

34.

395.

36.

37.

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 27
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerinta Kabupaten Pidie Jaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018
Nomor 27);

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 4);

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 6);
Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2015
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie
Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun
2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 26 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie
Jaya Nomor 24 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 26);

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 33);
Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 38 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020
Nomor 38);

Dengan../.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) berupa Laporan Keuangan memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

-3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

g o

Laporan Operasional

@

Laporan Arus Kas;

="

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah

sebagai berikut:

8 PERGADRLRIL o oo dsvimansrisbves s veoreshvhins Rp 962.513.543.412,80
B Belaria Har TERNSEeT,. ). e irrsining Rp 1.030.249.672.902,18
SUrplus IDBHRHT .. .. i oo iiass s aaits Rp (67.736.129.489,38)
c. Pembiayaan:
1. PERerBUBaT o s brissinopronsoiniayip e il Rp 104.643.022.569,80
2. Penpelunrlly 1 avnsesrersssies sau g ss Rp 1.000.000.000,00
PETRIRAYRRN INAEED L. o coioosisirimaviiirsasisissininind Rp 103.643.022.569,80

d. Sisa perhitungan Tahun Anggaran 2020.... Rp 35.906.893.080,42

Pasal 3



Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:
a. Selisih Anggaran dengan  realisasi pendapatan  sejumlah
Rp11.140.759.618,20 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah
PEPORB LN oo oo s sy R Rp 973.654.303.031,00

T R e R NN | o Rp 962.513.543.412,80
SERONY IERIPRRIE .\ i snsunmaisissinbo ooy Rp 11.140.759.618,20

b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp47.054.852.698,62 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelahRp 1.077.304.525.600,80
perubahan......

2 REBIBREI It i i sasvnsavonssvsmssssspn o Tl Rp 1.030.249.672.902,18
SeLa BUFAIE oo oo cinir soinonecnssn shaints Rp 47.054.852.698,62

c. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp(35.914.093.080,42) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran surplus defisit setelah

2Lt Lo 5o - D NN U WO o)\ Rp (103.650.222.569,80)
L R Ry e Rp (67.736.129.489,38)
Selisih BB ....c.cociivia i nsinnsemmessriing Rp (35.914.093.080,42)

d. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp7.200.000,00,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelaly DEFUDBIEIL. i ;i ivciiisesiisosbonssite Rp 104.650.222.569,80
ST ] R N YR NPT S SR Rp 104.643.022.569,80
GERB BUEREIR ... . cooviisvsninsvusvsvavossas casis Rp 7.200.000,00

e. Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

gételah PErUBbARAL..........cvoveeemeecincinrans Rp 1.000.000.000,00
o B RS —————— Rp 1.000.000.000,00
S IEITEINE s o vinsninansmasaainnrabin snin Rp 0,00

f. Selisih....



f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp7.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah

DEPUBRIRL T v o v in b passinin coris vk Rp 103.650.222.569,80
2 BERNBRRL. i i s an s erevneiss ent oo Rp 103.643.022.569,80
DLV IR, 5l e crninsnesvensosensiiine Rp 7.200.000,00

g. Realisasi sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2020 sebesar
Rp35.906.893.080,42.

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah SILPASSIKPA...........ccccocvrrirenesensar Rp 35.906.893.080,42

boadumlaly Laiti-n. ... ..o divimsivevisvasveosnysoniel Rp (7.200.000,00)

c. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir........... Rp 35.906.893.080,42
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ per 31 Desember
2020 adalah sebagai berikut:

B JUDial AR 10 i s e R Rp 1.778.485.922.004,52

BiJumlah KewalBRel ............oncisimivssssosinnsing Rp 850.016.772,67

G SR ROIATHIRR, 1 i ivis o on siminsninn ommavnadnsbivhR Rp 1.777.635.905.231,85
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai

berikut:

a. Jumlaly PERdapatiin 1. ..........cicisieminesiors Rp 769.211.986.392,51
bonial Bea L) i syt ts Rp 811.047.299.756,43
c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasi............ Rp (41.835.313.363,92)
d. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasi Rp (2.491.285.689,04)
S, BOS N BIBEE ...c.cocoivanvuivevsnsnsiosasiommais Rp (8.290.418.460,00)

Surplus/(Defisit LO) per 31 Desember 202C Rp (52.617.017.512,96)

Pasal 7
-10-



Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai

berikut:

8 Baldo AWABKEEL i iiossias e ainn Rp 104.643.022.569,80
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi.................. Rp 122.910.241.506,74
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non:

KEUHREON. oo B ansnviinesvis s onssanstirt Rp (191.751.269.227,85)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan........... Rp (0,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Investasi non

L B S Rl O Py Rp 0,00

Saldo Akhir per 31 Desember 2020............ Rp 35.801.994.848,69

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f

per untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai
berikut:

SRR b g RS R Rp 1.830.637.191.902,26
b Surplsf DSHSIE LY. . ... . oo i vveiaronsrneninoins Rp 182.617.017.512,96)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan:
fKesalahaty MOIHBERY. ... ....ivimiioivsassisinsing Rp (384.269.157,45)
d ERGae ARDIE. .00 000 iy srsns vovvin cassnsqss Soios Rp 1.777.635.905.231,85
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g
Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan Qanun ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

-11- Lampiran I.1...
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Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran [.3

Lampiran [.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII :
Lampiran XVIII :
Lampiran XIX

Lampiran XX

: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintah daerah dan organisasi;

: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,

belanja dan pembiayaan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran pendapatan daerah

menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,

program dan kegiatan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan negara;

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

: Laporan Operasional;

: LPE;

: Neraca;

: Laporan Arus Kas;

: Catatan atas Laporan Keuangan,;

: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih;

: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan

Dana Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

: Daftar Dana Cadangan Daerah,;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

: Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran berikutnya; dan

: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 11
-12-



Pasal 11
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2020.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie

Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 31 Agustus 2021 M
22 Muharam 1443 H

q, BUBAJI PIDIE JAYA,Q'(

e O
—

IYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 31 Agustus 2021 M
22 Muharam 1443 H

KABUPATEN PIDIE JAYA, ‘

Qs

JAILANI

T . SEKRETARIS DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR
NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH: 3/106/2021
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